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BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penyelenggaraan SLF sebagai instrumen kendali pemerintah dalam memastikan 

kelaikan fungsi suatu bangunan secara administrasi dan teknis masih belum 

dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Walaupun regulasi telah 

diterbitkan sejak tahun 2002, namun implementasinya masih terbatas. Oleh karena 

itu, perlu diidentifikasi dan dianalisis faktor-faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap terselenggaranya SLF agar implementasinya dapat lebih ditingkatkan, 

dengan hasil sebagai berikut: 

a. Dengan menggunakan pendekatan mixed kuantitatif dan kualitatif, diperoleh 

23 faktor-faktor yang teridentifikasi dalam analisis dan seluruhnya merupakan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan SLF di daerah. 

b. Seluruh faktor pengaruh teridentifikasi teruji validitas dan reliabilitasnya. 

Peringkat faktor-faktor pada penilaian tingkat kepentingan maupun kinerja 

berbeda antar kelompok pemangku kepentingan dikarenakan perspektif dan 

kepentingan yang berbeda terhadap penyelenggaraan SLF. Berdasarkan 

analisis deskriptif, analisis kesenjangan, analisis kuadran, dan uji beda, 

diperoleh lima peringkat tertinggi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

besarnya ketimpangan implementasi SLF, yaitu: sanksi dan penerapannya bagi 

bangunan tidak memiliki SLF; Kesadaran pemilik bangunan untuk 
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melaksanakan pemeliharaan secara berkala; penerapan proses/prosedur 

penerbitan SLF yang berbeda-beda; kecukupan jumlah SDM pada 

instansi/dinas teknis penerbit SLF; dan kelengkapan dokumen perizinan dan 

pendukungnya. Keberadaan perkada tentang teknis penyelenggaraan SLF 

menunjukkan perbedaan tingkat ketimpangan pada kelima faktor tersebut, di 

mana daerah yang telah memiliki perkada mendapatkan nilai kesenjangan yang 

lebih kecil. Berdasarkan validasi content yang dilakukan melalui wawancara 

pakar, kelima faktor tersebut terkonfirmasi merupakan faktor-faktor kuat yang 

berpengaruh terhadap implementasi SLF, namun demikian terdapat perbedaan 

pendapat dari narasumber mengenai urutan faktor-faktor tersebut, yang 

disebabkan perbedaan latar belakang kondisi daerah tempat narasumber 

berafiliasi. 

c. Rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan tingkat 

implementasi SLF di daerah, adalah sebagai berikut: 

a. Penegakan aturan secara tegas dan konsisten, pemberlakuan pelayanan SLF 

yang menyeluruh, dan menyosialisasikan aturan sanksi kepada masyarakat. 

b. Memberikan sosialisasi yang komprehensif mengenai pengetahuan 

pemeliharaan berkala dan menyampaikan pentingnya merencanakan 

pemeliharaan dengan baik. 

c. Menyosialisasikan teknis prosedur penyelenggaraan SLF oleh pemerintah 

pusat ke pemda. 

d. Menambah kecukupan SDM pada dinas teknis melalui mekanisme 

rekrutmen PPPK. 



89 

 

 

 

e. Pencatatan dan pengarsipan dokumen perizinan secara digital dan 

mendorong penerapan SIMBG secara luas, dalam penggunaannya untuk 

pelayanan permohonan PBG, penerbitan SLF, dan penyelenggaraan terkait 

bangunan gedung lainnya agar proses penyelenggaraan bangunan gedung 

menjadi, seragam, lebih singkat, dan lebih efisien. 

5.2 Saran 

Penelitian ini memandang penyelenggaraan SLF dari perspektif kebijakan secara 

makro yang dilakukan pada periode transisi penyelenggaraan SLF dari PP No. 

36/2005 dan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 menuju ke PP No. 16/2021 yang 

mengadopsi SIMBG sebagai sarana pelayanan terintegrasi penyelenggaraan 

bangunan gedung secara online. Penelitian dengan perspektif lain yang lebih mikro 

diharapkan dilakukan di masa yang akan datang dan dapat menemukan faktor-

faktor pengaruh lain yang dapat timbul sebagai dampak diterapkannya regulasi 

terbaru. Dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, analisis pada penelitian ini 

terbatas pada identifikasi dan pemetaan faktor-faktor secara makro dari perspektif 

pemangku kepentingan dan menentukan perbedaan atas keberadaan perkada. 

Penelitian yang akan datang dapat dikembangkan lebih jauh dengan 

mengidentifikasi faktor berdasarkan kondisi bangunan gedung atau kategori 

lainnya sehingga faktor-faktor kepentingan pada penyelenggaraan SLF dapat 

dipetakan secara lebih luas. 
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